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RINGKASAN

Keberadaan pasar modal sangat diperlukan dalam pembangunan
perekonomian suatu negara. Karena pada dasarnya pasar modal menjalankan dua
fungsi yang cukup strategis dalam menggerakkan ekonomi suatu negara, yaitu
fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Secara filosofis keberadaan pasar modal di
Indonesia, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional,
yakni sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi
bagi masyarakat. Agar pasar modal dapat berkembang, dibutuhkan adanya landasan
hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang
melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat
pemodal dari praktik yang merugikan. Artinya pasar modal bertujuan untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Dari aspek ekonomi, tujuan pengembangan pasar modal
pada suatu negara adalah, sebagai wahana penghimpunan dana, dimana pasar
modal mempunyai arti penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia
usaha menengah dan kecil, untuk membangun dunia usaha serta sebagai wahana
investasi bagi pemodal. Dilihat dari aspek sosial politik, pasar modal memiliki
fungsi sebagai alat demokratisasi kepemilikan atas perusahaan dan memperluas
partisipasi masyarakat untuk memiliki saham sebagai upaya pemerataan
pendapatan.

Begitu pentingnya keberadaan pasar modal, maka dalam penawaran umum
terhadap efek di pasar modal, pihak penerbit atau emiten memiliki kewajiban untuk
menyampaikan keterbukaan informasi melalui penyampaian kondisi perusahaan
baik dari segi keuangan, manajemen maupun hukum kepada publik. Keterbukaan
informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk
memutuskan investasinya di pasar modal. Keterbukaan informasi yang dilakukan
oleh emiten dari segi hukum, dilakukan oleh konsultan hukum yang diungkapkan
dalam suatu laporan pemeriksaan hukum (/egal audit) dan laporan pendapat hukum
(legal opinion). Kedua laporan tersebut disebut dengan Uji Tuntas dari Segi Hukum
atau Legal Due Diligence (LDD). Dan selanjutnya, LDD tersebut menjadi bagian
dari prospektus yang merupakan salah satu dokumen pernyataan pendaftaran yang
wajib di ajukan oleh emiten atau perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa
Keuangan.

Konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melakukan
LDD wajib untuk bertindak secara independen, hal ini atur pada Pasal 67 UUPM
yang menentukan bahwa “Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal,
Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang
independen”. Eksistensi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana tertuang
dalam UUPM di atas semakin menarik untuk ditelaah lebih dalam bila dikaitkan
dengan eksistensi Advokat dalam UU Advokat. UU Advokat mengatur secara
berbeda tentang eksistensi Advokat dalam memberikan layanan jasa hukum. Pasal
1 angka 2 UU Advokat, secara tegas menyatakan bahwa seorang advokat
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melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. Ini berarti bahwa

tindakan-tindakan advokat harus mencerminkan kepentingan kliennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diajukan rumusan masalah sebagai
berikut : (1)Hakekat kewajiban konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar
modal dalam penyusunan legal due diligence yang independen ; (2) Legal due
diligence sebagai pendapat independen konsultan hukum untuk memberikan
perlindungan hukum investor.

Kedua rumusan masalah tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas
hukum yang berkaitan dengan praktek hukum di pasar modal. Adapun pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach),
pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach).

Setelah dilakukan analisis baik secara yuridis, teoritis maupun filosofis
dihasilkan temuan-temuan sebagai berikut :

1. Hakekat kewajiban konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal
dalam penyusunan legal due diligence yang independen merupakan sikap
profesional yang harus dimiliki oleh konsultan hukum dan diwujudkan melalui
sikap tindak yang mandiri artinya tidak dibawah pengendalian atau kontrol
pengguna jasa, tidak terafilisasi dengan pengguna jasa, tidak terdapat benturan
kepentingan dengan pengguna jasa maupun terhadap transaksi yang sedang
dikerjakan serta tidak memiliki unsur keberpihakan atau impartial dengan
pengguna jasa. Berikutnya, berangkat dari konsep LDD sebagai /legal
compliance review lebih mengarah pada kewajiban moral natural atau natural
duties artinya seorang konsultan hukum memiliki kewajiban yuridis (juridical
duties) untuk mendorong penghargaan pada nilai keadilan dengan menghargai
hak orang lain. Berkaitan dengan kewajiban konsultan hukum dalam
memberikan penilaian atau pendapat yang independen lebih mengarah pada
kewajiban dalam konsep nilai moral dan bukan hanya menekankan pada makna
hukum positif. Konsep kewajiban tersebut lebih dipengaruhi pandangan tentang
kewajiban sebagai konsep nilai moral tertinggi atau absolut, yang disebut
sebagai categorical imperatif. Dimana categorical imperatif mengandung dua
prinsip yakni prinsip universalizability, dan prinsip humanity yang pada intinya
mendorong kepada setiap orang baik dalam perspektif universal atau
universalizability maupun kemanusiaan atau Aumanity untuk memenuhi aspek
keadilan.

2. Legal due diligence sebagai pendapat independen konsultan hukum sebagai
profesi penunjang pasar modal bertujuan untuk memberikan perlidungan hukum
terhadap investor. Berdasarkan hubungan hukum antara konsultan hukum
dengan pengguna jasa yang diikat dalam suatu perjanjian, dengan demikian
maka para pihak telah membangun perlindungan hukum internalnya masing-
masing. Meskipun hubungan hukum tersebut dapat di kategorikan sebagai upaya
perlindungan hukum internal yang berbasis pada privity of contract akan tetapi
dalam suatu kontrak tidak mutlak bersifat otonom akan tetapi juga harus
memperhatikan perundangan-undangan, kebiasaan dan kepatutan yang
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berkembang atau disebut dengan unsur heteronom. Bentuk perhatian terhadap
unsur heteronom dalam pasar modal adalah kewajiban hukum untuk
memberikan perlindungan kepada investor, calon investor dan pemegang saham
minoritas atau pemegang saham independent. Dengan demikian maka,
perlindungan hukum internal dengan privity of contract juga di batasi dengan
unsur heteronom.

Berdasarkan dari 2 (dua) temuan tersebut diusulkan saran-saran sebagai

berikut :

1.

Konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal berkewajiban untuk
memberikan pendapat yang independent merupakan kewajiban moral bukan
hanya sebatas pada kewajiban hukum yaitu mendorong penghargaan pada nilai
keadilan dengan menghargai hak orang lain atau tidak merugikan orang lain.
Sikap tersebut seyogyanya dijadikan landasan moral konsultan hukum sebagai
profesi penunjang pasar modal dalam memberikan pendapat yang independen.

2. Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, perlu mengelaborasikan konsep

perlindungan hukum yang berbasis pada teori perlindungan hukum internal
menjadi dasar teoritis dalam Rancangan Undang-undang Pasar Modal kedepan
yang terkait pengaturan tentang profesi penunjang pasar modal pada umumnya
dan konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal pada khususnya
yang menjadi dasar hubungan hukum antara konsultan hukum dengan pengguna
jasa dalam hal ini emiten atau perusahaan terbuka.



ABSTRACT

The dissertation entitled: The principally of the obligations of legal
consultant as a capital market supporting the profession in the preparation of
independent legal due diligence.

The study discusses two issues namely (1) The principally of the obligations
of legal consultant as a capital market supporting the profession in the preparation
of independent legal due diligence; (2) Legal due diligence as an independent
opinion of legal consultant as a capital market supporting the profession to provide
legal protection for investors.

Both of the problem formulations are analyzed normative legal research
method, using statute approach, conceptual approach, comparative approach, case
approach and philosophical approach.

The principal of the legal consultants’ obligation in the preparation of
independent legal due diligence is manifested through an independent attitude. It
brings to the notion that it is not under control, is not affiliated; there is no conflict
of interest, and also does not have an element of partiality or impartiality with the
client. According to the legal relationship between legal consultant and client who
are bound by an agreement, thus the parties have built their internal legal
protections. Although this legal relationship can be categorized as an internal legal
protection effort based on the privity of contract, it must notice to legislation
development, customs, and etiquette or known as a heteronomous element.

Keywords: Legal Profession, Independent, Internal Legal Protection
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